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Abstrak 
Dalam tulisan ini, penulis mengulas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 

1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang memutus perkara wanprestasi dalam akad murabahah pada 

perbankan syariah. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, hasil analisis 

menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam akad oleh tergugat. Putusan verstek merupakan 

penegakan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah dan juga merupakan kesempatan 

untuk mengangkat isu-isu keadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa putusan tersebut membuat ekonomi syariah lebih memiliki kepastian hukum dan 

menyarankan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada musyawarah 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan-temuan ini dapat menjadi panduan bagi 

praktik pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa murabahah. 

Kata Kunci: Wanprestasi; Akad Murabahah; Putusan Pengadilan Agama; dan Ekonomi Syariah. 

   

Abstract 
In this paper, the author reviews a ruling of the Religious Court of Sumenep Number 

1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, which decided a case on default (wanprestasi) in a murabahah contract 

under Islamic banking. Through a normative juridical approach, case-study method, the analysis 

has revealed that default developed due to non-fulfillment of the payment obligations as defined in 

the contract by a defendant. The verstek ruling is both an upholding of legal protection of Islamic 

financial institutions and also an occasion to raise issues of procedural justice. The research thus 

infers that the ruling makes the Islamic economics more legal and suggests the presence of dispute 

resolution mechanisms that would emphasise on deliberation in accordance with Islamic legal 

principles. The findings may provide a guide to the religious court practice in solving murabahah 

disputes. 

Keywords: Breach of Contract; Murabahah Contract; Religious Court Decision; and Islamic 

Economic Law. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini dunia perekonomian tengah berkembang dengan sangat cepat, sektor 

keuangan dan perbankan pun tidak terlepas dari hal ini. Syariah financial system menjadi 

pilihan masyarakat yang menarik dalam beberapa negara, mengingat prinsip syariah 

mendapat julukan lebih adil dan adil. Indonesia dengan menjadikan agama Islam sebagai 

agama mayoritas ternyata sudah cukup maju dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal 

ini terlihat dari semakin beragamnya lahirnya lembaga keuangan syariah baik keuangan 

perbankan maupun non perbankan yang memberikan jasa berdasarkan prinsip-prinsip 

Islam.  

Sektor perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai fatwa 

yang dijamin DSN- MUI, seperti.  Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah 

pun beragam, di antaranya akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin 

keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah.  Akad ini banyak digunakan 

dalam pengajuan pinjaman barang konsumtif dan produktif karena pribadi dianggap 

termudah dan praktis. Dalam prakteknya akad murabahah yang sudah baku adab dan 

aturannya sering muncul masalah yang berlanjut pada persengketaan antara bank dan 

nasabah. 

Dalam beberapa kasus, permasalahan antara nasabah dan penjelas antelop paling 

sering dijumpai adalah tentang wanprestasi baik salah satu pihak, biasanya nasabah, yang 

gagal dalam melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjiannya.  Wanprestasi 

dalam akad murabahah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi malah 

didampingi oleh persoalan hukum memaksa menjalani proses hukum hingga sampai ke 

pengadilan. Pengadilan agama di Indonesia sekarang memiliki kekuasaan untuk mengadili 

sengketa ekonomi syariah di bidang hukum syariat atas dasar Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006.  Dalam prakteknya, pertengkaran perkara wanprestasi dalam akad murabahah 

sering dibawa oleh pihak bank ke pengadilan agama. Ini menunjukkan hingga saat in 

Merkatamek formal law mechanism masih di pilihan sebagai penyelesaian masalah 

syariah meskipun dasar syariah ini menitikberatkan bahwa penyelesaian harus melalui 

jajaran damai dan musyawarah. 

Pengadilan agama Indonesia sekarang ini mempunyai otoritas menyelesaikan 

sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam 

praktiknya, perkara wanprestasi dalam akad murabahah ginjal seringnya dituntut bank ke 

pengadilan agama. Menurutnya ini menunjukkan bahwa peran formalitas hukum masih 

dianggap sebagai pilihan utama dalam penyelesaian permasalahan syariah, karena lebih 

mengedepankan penyelesaian secara damai dan musyawarah, prinsip syariah. Salah 

satunya adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang diputuskan oleh Pengadilan 

Agama Sumenep. Kasus ini digagas oleh PT Bank BRI Syariah Tbk melawan nasabah 

seolah utang balas sewa gedung ternyata palsu, sesuai kasus pembiayaan murabahah. 

Uniknya, putusan ini didasarkan pada verstek karena tergugat tidak hadir dalam proses 

persidangan dan mengabulkan gugatan hingga putusan sah serta administratif sita jaminan 

atas tanah tergugat. Maka ingin tahu bagaimana giliran orang hakim menyelesaikan 

perkara wanprestasi ini dalam sisi hukum ekonomi syariah. 

Kajian atas putusan-putusan macam itu patut dimuat dalam jurnal ini, karena dapat 

menjelaskan bagaimana Pengadilan Agama menerapkan prinsip-prinsip perdata, Islam, 

dan acara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu, analisis ini juga bisa 

mengungkapkan seberapa besar pihak pengadilan sudah menaati prinsip keadilan islam, 

antara lain kejelasan akad, kesadaran pihak-pihak, dan perlindungan hak-hak pihak-pihak 

tersebut. Dengan demikian hal tersebut, diharapkan penelitian ini mampu mengkaji 
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pertimbangan hukum hakim dalam melewati perkara murabahah gadaikan yang 

bersengketa dalam Putusan No. 1 / Pdt. G. S/2020/PA. Smp. Analisis ini diarahkan 

dampak secara teoritis dari hukum positif dan prinsipil hukum ekonomi syariah, serta 

bertujuan untuk menyumbangkan pada pengembangan praktik peradilan ekonomi syariah 

yang adil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum pengadilan dalam 

memberikan putusan sengketa/e atas wanprestasi akad murabahah khususnya pada 

pedoman hukum ekonomi syari'ah. Fokusnya adalah memahami bentuk-bentuk 

wanprestasi yang terjadi dalam akad murabahah sebagaimana tercermin dalam Nomor 

1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, samping itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi dan 

meninjau secara mendalam pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam 

menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut seraya selalu merujuk pada koridor prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang selain itu 

dengan penекапan studi kasus. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis ke dalam 

putusan pengadilan berdasarkan ketentuan hukum positif dan pedoman pokok hukum 

ekonomi syariah.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Sumenep No- 

1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, data sekunder diambil dari literatur hukum berupa buku, jurnal, 

hukum, fatwa DSN-MUI, dokumen relevan lainnya yang mendukung analisis. 

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi dokumen dan kepustakaan dengan 

menggandeng putusan-petunjuk pengadilan dan literatur-literatur relevan yang kemudian 

akan di analisis. Teknik responsif ini memungkinkan peneliti memahami konteks dan isi 

putusan secara menyeluruh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, 

yaitu melalui metode deskriptif-analitis. Analisis termasuk dalam hal ini adalah 

mengidentifikasi fakta hukum dalam putusan, telaah dilakukan berdasarkan pertimbangan 

hakim serta keterkaitannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif. 

Hasil analisis disimpulkan secara sistematis dalam bentuk narasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Wanprestasi dalam Akad Murabahah Berdasarkan Putusan Nomor 

1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp 

Akad murabahah adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang dipraktikkan dalam 

konteks hukum ekonomi syariah, dimana penjual atau yang dalam hal ini adalah lembaga 

keuangan syariah, menyatakan harga pokok barang beserta keuntungan yang diambil. 

Dalam laman perbankan syariah, murabahah kerap diaplikasikan sebagai pewadah alat 

pembiayaan, apabila bank memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan 

selanjutnya menjualnya ke nasabah dengan imbalan keuntungan margin yang telah 

disepakati.  Dalam materai Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp, Bank BRI Syariah sebagai 

penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada tergugat untuk 

menjadikan barang. Dalam perjanjiannya yang telah disepakati, tergugat diwajibkan 

membayarkan cicil secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam 

pelaksanaannya, tergugat tidak melunasi kewajiban sesuai dengan jadwal, yang telah 

disepakati.  

Kelalaian tergugat dalam membayar cicilan sebagaimana yang telah diatur dalam 

akad murabahah tersebut merupakan suatu wanprestasi, yaitu tidak menunaikan prestasi 

yg menjadi kewajibannya.  Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak 
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melaksanakan isi Perikatan, melaksanakan tetapi tidak tepat atau terlambat melaksanakan 

perikatan.  Dalam hal ini tergugat dianggap tidak melaksanakan isi perjanjian menurut 

waktu dan waktu sebagaimana besarnya ditentukan. Perlu diingat ada adanya fasilitas 

dalam perbankan syariah untuk menyelesaikan kejanggalan keterlambatan pembayaran, 

misalnya penerapan ta’zir (denda moral) atau musyawarah lain terlebih dahulu.  Namun, 

jika upaya persuasif gagal dan tidak ada niat baik dari nasabah tersebut, maka bank syariah 

pun berhak untuk mengambil jalur hukum, seperti pada perkara ini. Perkara ini juga 

menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi akad murabahah memiliki konsekuensi hukum 

yang berat yang tidak hanya menyangkut kepentingan debitur tergugat tetapi juga 

menyangkut terhadap kelangsungan kegiatan perbankan syariah yang diperlukan untuk 

menjaga prinsip keadilan dan ajaran tanggung jawab. Maka dari itu, kejelasan isi akad 

maupun paham mendalam dari nasabah sangat dibutuhkan sehingga tidak mengalami 

pelanggaran kontrak syariah yang dibuat untuk kedua pihak. 

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep menyelesaikan sengketa ini dengan 

pendekatan verstek, yaitu memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini sejalan 

dengan Pasal 125 ayat (1) HIR (Herzien Indonesisch Reglement) yang memperbolehkan 

hakim menjatuhkan hukuman jika tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir.  

Hakim menerima utuh gugatan penggugat, karena argumen-argumennya ditunjang alat 

bukti yang kuat, diantaranya salinan perjanjian akad murabahah, bukti pembayaran 

sebagian angsuran, dan bukti adanya tunggakan atas prestasi berupa. Bahkan, hakim juga 

memutus bahwa sita jaminan atas tanah korban tergugat adalah sah dan berlaku, untuk 

menjamin pemenuhan kewajiban korban dalam pelunasan pembiayaan. 

Pertimbangan hakim tidak hanya berada di bidang hukum acara perdata, tetapi juga 

menyelipkan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai norma hukum sawah, yang 

ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hakim menganalisis 

bahwa akad murabahah berisikan elemen ijab-qabul, kejelasan harga, dan kesepakatan 

mengenai aspek penghasilan pribadi. Jika wanprestasi itu terjadi maka secara syar’, 

tergugat kerananya telah melanggar akad yang mempunyai sifat mengikat (al-'aqd al-

mulzim), dan karena itu terbuka tanggung jawabnya secara hukum.  Dalam sisi keadilan 

putusan majelis hakim juga memperhatikan hak penggugat untuk kembali uang yang telah 

mereka keluarkan dan menjaga pula kestabilan sistem keuangan syariah. Namun 

demikian, keputusan ini juga perlu dipertanyakan karena dijatuhkan secara verstek tanpa 

adanya pembelaan dari tergugat. Di dalam jikalau menggunakan alutsista keadilan 

prosedural Islam sangat ditekankan mendengar dari pihak yang terintaik sebelum 

menjatuhkan putusan. Itulah sebabnya butuh dipertanyakan apakah proses panggilan 

tergugat sudah sah dan patut, dan sudahkah dilakukan usaha maksimal untuk mengirimkan 

diri ke runtutan yang dimaksudkan. 

Evaluasi dan Implikasi 

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

Sumenep menunjukkan pengadilan memiliki kemampuan untuk menegakkan perintah 

hukum dalam kasus wanprestasi akad murabahah dengan penerapan hukum positif dan 

kaidah-kaidah syariah. Dalam hal ini, hakim menegaskan bahwa tergugat telah 

berkewajiban melakukan wanprestasi karena tidak melunasi utang menurut perjanjian 

yang telah disepakati oleh pihak berkepentingan sehingga gugatan penggugat adalah 

beralasan dan pengadilan memutuskan gugatan penggugat gagal dan menetapkan sita 

jaminan atas tanah milik tergugat sebagai jaminan pelunasan. Namun, ada beberapa hal 

yang perlu dievaluasi dari proses dan putusan itu. Pertama, putusan ini dibuat berdasarkan 

verstek karena tergugat tidak hadir dalam sidang.  Walaupun hal ini menurut hukum acara 
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perdata luas, ketidakhadiran tergugat tanpa keberadaan pembelaan dapat mengurangi 

aspek keadilan prosedural. Pada sudut pandang sistem hukum Islam, keadilan prosedural 

merupakan salah satu prinsip yang paling utama agar setiap perundingan mendapatkan 

kesempatan yang adil dalam pemberian alasan pembelaan. Selain itu, tindakan 

penyelesaian sengketa yang digunakan juga menjadi diperhatikan. Hukum ekonomi 

syariah secara ontologi menekankan urgensi antara musyawarah dan mediasi sebelum 

memeriksa kasus ke ranah litigasi.  Pengujian terhadap perkara ini memperlihatkan bahwa 

upaya penyelesaian perdamaian belum dilakukan secara adil. Meski putusan ini begitu 

memberikan kepastian hukum kepada lembaga keuangan syariah sebagai kreditur, 

perlindungan terhadap hak nasabah sebagai debitur juga harus menjadi bagian dari 

perhatian agar tidak terjadi ketidakadilan yang merugikan pihak yang ekonomi lebih 

lemah.  

Keputusan ini punya dampak yang begitu pesat dalam perbankan.syariah dan peran 

lapangan.agama untuk membangun sistem.pengadilan yang mengedepankan hukum 

ekonomi syariah. Salah satu dampak langsung adalah peningkatan konsep kepastian 

hukum di praktiknya di lapangan ekonomi syariah, khususnya bagi lembaga sistem 

keuangan syariah dalam menjalankan akad, serta mendapatkan perlindungan hukum dari 

wanprestasi nasabah. Tentu saja pengaruhnya terlihat dalam meningkatnya kepercayaan 

investor maupun nasabah pada sistem perbankan syariah.  Selain itu, putusan tersebut pun 

dipercaya akan menjadi landasan untuk menyelesaikan beberapa perkara tentang sengketa 

akad murabahah di pengadilan agama lainnya, dimana perkara tersebut akan memperkuat 

peran pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun fatwa DSN-MUI.  Ekspektasi 

lain dari putusan ini, antara lain adalah perlunya percepatan penataan mekanisme mediasi 

sebagai alternatif penyelesaian persengketaan untuk menghindari hakim menjatuhkan 

putusan verstek. Sementara itu, edukasi bagi nasabah tentang hak dan kewajiban nasabah 

pada akad murabahah pun perlu ditingkatkan sebagaimana mestinya agar dapat 

meminimalisasi risiko wanprestasi. Selain itu Putusan ini juga menekankan hal penting 

lainnya yakni standarisasi dan transparansi dalam penyusunan akad murabahah. Dengan 

akad yang diatur secara sah dan transparan, pihak-pihak akan lebih jelas memahami materi 

perjanjian, sehingga resiko pertikaian dapat diminimalisir.  Putusan ini pula menekankan 

perlunya standarisasi dan transparansi dalam makin akad murabahah. Dengan akad yang 

sistem, transparan, semua pihak lebih mudah memahami isi perjanjian, kemungkinan 

sengketa dapat ditekan. 

KESIMPULAN 

Kegagalan tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sesuai 

dengan perjanjian akad murabahah yang telah disepakati sebagai bentuk wanprestasi 

dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. memperlihatkan wanprestasi dalam akad 

murabahah ini akan berakibatnya hukum yang cukup ketat  dan memerlukan penanganan 

yang riil. Pertimbangan hakim dalam membaktikan putusan dalam kasus ini berpatok 

kepada hukum acara perdata maupun asas-asas hukum ekonomi syariah, dengan 

pertimbangan mengenai kesamaan akad dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam 

persidangan kesaratan yang mengesahkan sita jaminan harta tergugat menegaskan terdapat 

perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah apabila menjadi korban wanprestasi. 
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